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HALAL, COLLECTION,
RECOVERY, AND RISK
MANAGEMENT

Indonesia, 15414 AWARDS/CERTIFICATION

2022 : Penyuluh Keamanan Pangan BNSP
2022 : Halal Facilitator UIN Gunung Djati Bandung.

PROFESSIONAL OBJECTIVE BPOM National Facilitator, UMKM and Cooperative
LANGUAGES Facilitator

Expertise in providing MSME assistance and halal Bahasa Indonesia :oz";p"'d“"“""“ UMKM (BNSP Lembaga

assistance English S

Profesi) No. 70209. 2421, 3. 0027901

1 APPI ut t Risk M L
Collection, Recovery, and Risk Management 2020 o o i e

. . 0 (Managerial)
professional with more than 20 years of experience. .
Expertise in risk control, risk management program STRENGTH vty
P : : 2017 : APPI Sertitication Risk Management

strategy, manage collection performance, operational (Managerial)
Professionalism

system, and ensure success of collection and recovery L.‘:::":‘ " 2007 : RMC /BSMR Level |

program and plans. P 2008 : RMC /BSMR Level I
Communication

Have in-depth knowledge of compliance and skill Teamwork EDUCATION

implementation of OJK regulations in companies.
Perform effeclive leadership, desicion making, and
target setting supported by integrity and persistent
work

S2 Human Resources, STIMMA IMMI (2016)
S1 Human Resources, STIMMA IMMI (2013)
D3 PGKP FATETA I1PB BOGOR (1994)

INSTRUKTUR BPOM INDONESIA TIMUR (2023)
TRAINER INFOBANK, MKI, LMI, KEY PRO (2020 - sekarang)
PENYELIA HALAL BNSP KEMENKOP (2023)

PENDAMPING HALAL SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG (2022 -

sekarang)
DIREKTUR HALAL FOKUS UMKM (2023)
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Apa Ekspektasi
Bapak/Ibu dalam
mengikuti Sharing
session ini?




1. Alumni IKAGA
IEI-GA R ER 2. Seluruh UMKM Indonesia

Definisi Usaha Mikro, Kecil , Menengah
Dasar Hukum Perijinan NIB

Mengenal Perijinan Berbasis OSS RBA
Perijinan SP-PIRT

Si Halal Tata Cara Memperoleh Perijinan

Cakupan
Pembahasan &
Diskusi Materi

e LY LY e

Memahami Definisi dan fungsi Perijinan UMKM
Peraturan Terkait Perijinan OSS RBA
Mitigasi Resiko Usaha

Alert for Important Decision

Keuntungan

e




Defenisi Usaha UMKM




Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan
atau badan usaha yang memiliki kriteria, UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria jumlah
aset, omzet, atau jumlah karyawan baru mengenai UMKM di Indonesia melalui yang dimiliki
oleh usaha tersebut.

Berikut adalah definisi dari masing-masing kategori:

» Usaha Mikro:

Jumlah aset bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); atau
Omzet usaha paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); atau
Memiliki jumlah karyawan paling banyak 5 orang.

» Usaha Kecil:

Jumlah aset bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); atau

Omzet usaha lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp
2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah); atau

Memiliki jumlah karyawan lebih dari 5 orang sampai dengan 25 orang.

» Usaha Menengah:

Jumlah aset bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); atau

Omzet usaha lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai
dengan Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah); atau

Memiliki jumlah karyawan lebih dari 25 orang sampai dengan 100 orang.



PERBANDINGAN KRITERIA UMKM

UU UMKM 2008 PP UMKM NO.7/2021
N N
KRITERIA UMKM 8\ KRITERIA UMKM
UMKM diklasifikasikan menurut kekayaan UMKM diklasifikasikan menurut kriteria
bersih atau hasil penjualan tahunan. modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
Kekayaan bersih adalah jumlah aset Modal usaha yakni modal sendiri dan modal
sesudah di kurangi dengan hutang atau pinjaman untuk melakukan aktivitas usaha.
kewajiban
49
olln
1.Usaha Mikro: 1.Usaha Mikro:
Paling banyak Rp50 juta Paling banyak Rp1 miliar
2.Usaha Kecil: 2.Usaha Kecil:
Lebih dari Rp50 juta -~ paling banyak Rp500 juta Lebih dari Rp1 miliar — paling banyak Rp5 miliar
3.Usaha Menengah: 3.Usaha Menengah:
Lebih dari Rp500 juta — paling banyak Rp10 miliar Lebih dari Rp5 miliar — paling banyak Rp10 miliar
Diluar tanah dan bangunan tempat usaha. Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.

HASIL PENJUALAN TAHUNAN |I; 8 HASIL PENJUALAN TAHUNAN
1.Usaha Mikro: 1.Usaha Mikro:
Paling banyak Rp300 juta Paling banyak Rp2 miliar
2.Usaha Kecil: 2.Usaha Kecil:
Lebih dari Rp300 jt -~ paling banyak Rp2,5 miliar Lebih dari Rp2 miliar — paling banyak Rp15 miliar
3.Usaha Menengah: 3.Usaha Menengah:
Lebih dari Rp2,5 miliar — paling banyak Rp50 miliar Lebih dari Rp15 miliar —~ paling banyak Rp50 miliar

Sumber https://peraturan.bpk.go.id/




DASAR HUKUM NIB

MENGENAL PERIJINAN OSS RBA




Apa ituNIB?

Nomor Induk Berusaha (NIB)
A dalah: identitas pelaku

usaha dalam rangka
pelaksaanaan kegiatan berusaha

sesuai bidang usahanya.




Peluncuran OSS Berbasis Risiko oleh Presiden Rl (9 Agustus 2021)
Cakupan 16 Sektor Perizinan Berusaha dan 18 Kementerian/Lembaga
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Kewenangan penerbitan perizinan berusaha di semua sektor dilimpahkan kepada
Kementerian Investasi/BKPM dan penerbitannya melalui Sistem OSS, termasuk kepastian
dalam mendapatkan fasilitas penanaman modal.




Sistem OSS Berbasis Risiko

OSS

KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Integrasi Sistem OSS dengan Sistem K/L

Sistem OSS Berbasis Risiko telah terintegrasi dengan
sistem K/L di bawah ini dan terus mempercepat proses
integrasi dengan sistem-sistem K/L lainnya:

Rekapitulasi KBLI dalam Sistem OSS

1.790

KBLI berdasarkan Peraturan BPS 2/2020
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Perizinan
Berusaha

Risiko Rendah Cukup Nomor
Induk Berusaha (NIB)

Risiko Menengah Rendah
— NIB + Sertifikat Standar (SS)

\
Risiko Menengah Tinggi

_|_ NIB + SS

(bt

Risiko Tinggi \

| NIB + Izin (+SS)



Q

Risiko:

Perizinan berusaha: NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) ' PERSIAPAN OPERASIONAL KOMERSIAL

PERSIAPAN OPERASIONAL KOMERSIAL 11 .NIB+SS 4.SS:
. ‘ ‘ * NIB + SS sebagai legalitas selama tahap
* NIB + SS* SEBAGAI PERIZINAN BERUSAHA berlaku untuk melakukan

Perizinan berusaha: NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) + SERTIFIKAT STANDAR (SS)

Risiko:

persiapan .
f NIB sebagai PERIZINAN BERUSAHA berlaku untuk melakukan kegiatan usaha + 55 Sertfct Standor dalam bentuk keglatan wsaha
PERNYATAAN MANDIRI dari pelaku usaha

*  VERIFIKASI pemenuhan standar usaha + persetujuan lingkungan
+  SS* setelah dilakukan verifikasi pemenuhan standar usaha oleh Pemerintah

2. PERSETUJUAN LINGKUNGAN
NIB

Pengesahan PKPLH - UKL/UPL
PERSETUJUAN LINGKUNGAN

SPPL by 0SS Risiko:

Perizinan berusaha: NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) + IZIN

| Risiko:

PERSIAPAN OPERASIONAL KOMERSIAL

Perizinan berusaha: NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) + SERTIFIKAT STANDAR (55)

PERSIAPAN OPERASIONAL KOMERSIAL f 1. NIB 4. IZIN
‘ . ‘ NIB sebagai legalitas pada tahap persiap;> NIB +Izin sebagai PERIZINAN BERUSAHA berlaku untuk
f NIB + SS sebagai PERIZINAN BERUSAHA berlaku untuk melakukan kegiatan usaha : elakenoninan e

2. PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Pengesahan PKPLH - UKL/UPL
NIB + SS e

Verifikasi pemenuhan semua persyaratan untuk penerbitan izin +
persetujuan lingkungan

PERSETUJUAN LINGKUNGAN
Pengesahan PKPLH - UKL/UPL by sistern OSS

SS : Sertifikat Standar dalam bentuk pernyataan mandiri dari pelaku usaha

Amdal - SKKL




Di mana

mengurus
NIB?

Untuk mendapatkan NIB,

pelaku usaha harus
mendaftar melalui

OSS “ONLINE SINGLE SUBMISSION”
Republik Indonesia

Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

https://www.0ss.qgo.id/



http://www.oss.go.id/

Perizinan Berusaha sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2021

Perizinan Berusaha

Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

IIA PP No.5Tahun 2021

2021.

N

« Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko usaha.

« KBLI tingkat risiko tercantum dalam lampiran IA dan

» Telah diimplementasikan sejak diluncurkan 9 Agustus

/

/ * Perizinan Berusaha

\ Sedang dibangun Penyempurnaan di Sistem 0SS

Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
(1))

UMKU diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk
pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau
komersial

(Pasal 20 PP No.5 Tahun 2021)

Persyaratan UMKU tercantum dalam lampiran IB dan IIB
PP No.5/2021

/




Pelaku usaha:

Perorangan

Perseroan Terbatas

Perusahaan Umum

Perusahaan Umum Daerah

Badan Hukum Lainnya yang dimiliki oleh Negara
Badan Layanan Umum

Lembaga Penyiaran

Badan Usaha yang didirikan oleh Yayasan

9. Koperasi

10. Persekutuan Komanditer atau CV (Commanditaire Vennootschap)
11. Persekutuan Firma (Venootschap Onder Firma)
12. Persekutuan Perdata.

Siapa yang
bisa
mendaftar

oo_\IO\U'I-quN_—'

NIB viaOSS?

A




Bagaimana mengurusNIB?

» Syarat-syarat

» Sebelum membuat akun 0SS, pelaku usaha dapat menyiapkan
dokumen berikut:

1.

Memiliki NIK dan Nomor Whatsapp lantas
menginputnya dalam proses pembuatan user-1D
0SS (Untuk Pelaku Usaha Perseorangan)

Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor
Induk Kependudukan (NIK)L}/ang dibutuhkan adalah NIK
Penanggung Jawab Badan Usaha.

Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang
didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan
persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan
badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU
Online, sebelum mengakses OSS.

Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda,
badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan
layanan umum atau lembagg penyiaran menyiapkan
dasar hukum pembentukan badan usaha.

Email dan No HP / WA Aktif




Kategori Pelaku Usaha

Dare - Latarm ats Darcal/iaiit in
- Persyarikatan atau PersekKutuan

Orang - Yayasan
UMK Perseorangan Yerseroan Terbatas (PT)
. utuan Komandaiter
Badan Usaha - Badan Hukum Lainnya
-P ekutuan Firma
kutuan Perdata

Orang - Perusahaan Umum (Perum)

Perseorangan

Badan Usaha

- KPPA
- KPPA (Jasa Penunjang Tenaga

Online Single Submission sl Kantor Perwakilan st

- KP3A

(OSS) berbasis risiko memberikan - KP3APMSE

- BUJKA
layanan bagi pelaku usaha yang BUJK,
terbagi ke dalam kedua kelompok - Pemberi Waralaba
besar, yaitu Usaha Mikro dan Kecil Badan Usahg Luar erd:
(UMK) dan Non Usaha Mikro dan Kecil Negeri - PSE Asing

- Bentuk Usaha Tetap

(Non UMK)




4 N

Skala Usaha

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI), baik orang
perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha maksimal Rp 5 miliar, tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha. Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (UU CK) disahkan, terdapat perubahan kriteria modal usaha UMK sebagai berikut:

USAHAMIKRO USAHA KECIL

UU Cipta Kerja Maksimal Rp 1 Miliar LebihdariRp1 Miliar
sampaidengan Rp 5 Miliar

Sebelum Maksimal Rp 50 Juta LebihdariRp50Juta
UU Cipta Kerja sampaidengan Rp 500 Juta




usaha dan tingkat

Tingkat
Resiko

verifikasi atau persetujuan dari

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan
risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah
memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia) yang dapat dicek di sini. KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka
5 digit sebagai kode bidang usaha.

Untuk usaha dengan tingkat Risiko Rendah (R) dan Menengah Rendah (MR), proses perizinan
berusaha cukup diselesaikan melalui sistem Online Single Submission (OSS) tanpa membutuhkan
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sedangkan usaha
dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi (MT) dan Risiko Tinggi (T) membutuhkan verifikasi atau
persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Usaha

TINGKAT Risiko Rendah
RISIKO (R)

PERIZINAN
BERUSAHA

Nomor Induk
Berusaha
(NIB)

Risiko Menengah
Rendah (MR)

1) Nomor Induk
Berusaha (NIB)
2)Sertifikat Standar
(SS) berupa
pernyataan

mandiri

Risiko Menengah
Tinggi (MT)

1) Nomor Induk
Berusaha (NIB)
2)Sertifikat Standar

(SS) berupa
pernyataan
mandiri yang
harus diverifikasi
oleh
Kementerian/Lem-
baga/Pemerintah
Daerah

Risiko Tinggi (T)

1) Nomor Induk
Berusaha (NIB)

2)1zin yang harus
disetujui oleh
Kementerian/Lem-
baga/Pemerintah
Daerah

3)Sertifikat Standar
(SS) jika
dibutuhkan




= KEMENKOPUKM

Waranter e Aoperes den UKW Napomse = fome:

Mercy Corps Indonesia
UPRINTIS

Tahap 1. Membuat akun OSS ‘

-
v -

Tahapan Membuat NIB

C xi>»

R

Pemohon mengunjungi

website
https://www.0ss.go.id/

Klik tombol “Daftar” di

kanan atas

Mengisi formulir yang

ada di layar

*Data yang harus diisi
adalah
a.

b.

SQ D0

Jenis |dentitas

Nomor Induk
Kependudukan

NIK).
-mail

. Jenis Pelaku Usaha
. Nama (sesuai KTP)

Tanggal lahir

. Domisili

No telepon

Masukkan Password yg
anda inginkan

Klik tombol “Daftar” di
bawah

Cek E-mail

Akun di OSS sudah aktif

Cek E-mail
Buka E-mail verifikasi username dari
0SS
3. Masukkan password OSS anda
4. Pemohon mengunjungi
website
https://www.0ss.go.id/
Klik tombol “Login”
Masukkan username/alamat E-mail /
Nomor HP pemohon pada isian
“Username”
7. Masukkan password pada
isian“Password”
8. Masukkan Kode Captcha
9. Klik tombol “Login” / “Masuk”
10. Klik “PERMOHONAN BARU” pada menu
11. Mengisi dan melengkapi data
» Data yang harus diisi:
a. KBLI [Klasifikasi Baku Lapangan
usaha Indonesia]
b. Nama Usaha/Brand/Merek
c. Luas Lahan Usaha (dalam m2)

N —

o o

a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
jika punya. (JIDAK WAJIB)
c. Alamat Usaha (boleh berbeda dengan
alamat KTP/Domisili Tinggal
d. Jumlah Karyawan
e. Perkiraaan hasil usaha per tahun
12. Klik tombol “Simpan dan Lanjutkan”
13. Klik tombol “Tambah Bidang Usaha”
jika anda memiliki lebih dari satu
bidang usaha
Mengisi dan melengkapi data

mengenai data usaha tambahannya
15. Klik tombol “Simpan Data Usaha”

14.

PON =

o

Klik data usaha yang telah dilengkapi

Klik tombol “Simpan dan Lanjutkan”

Klik data usaha

Klik tombol “Proses Perijinan Klik tombol
“Lanjutkan”

Klik tombol “CETAK NIB” untuk menerbitkan
NIB. Bisa diunduh dan disimpan



http://www.oss.go.id/
http://www.oss.go.id/

Nama Pengguna

7
Kata Sandl
\

KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM Dadtes Daca

AL e e e e A

W

berusaha terintegrasl secara elektronik yang dikelola dan
diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian
Invvestas/BKPM)  Dengan semangat  Undang-Undang
Cipta Kera. kinl sistem OSS melayan! perizinan berusaha
berbasis risiko. Melalul sistern OSS. perizinan berusaha Masuk
menjadi pastl, mudah, efekeif, dan transparan

Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan [

Lupa Kata Sandi?

Belum mempunyal Hak Akses?

Daftar




Menu KBLI OSS Berbasis Risiko

& > C @& oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=G&kbli=47721

A7gpAl - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat-obatan untuk manusia yang berbentuk jadi (sediaan) di apotik,
misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, seperti obat-obat untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga,
saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin serta suplemen kesehatan, termasuk juga barang keperluan
kesehatan dari karet, antara lain kondom, alat sedot susu ibu, dot susu, kantong darah, sarung tangan untuk pembedahan, pipet karet, alat keluarga
berencana dan sumbat karet untuk botol kecil (vial) farmasi.

47729 - Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik
Lainnya

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus lainnya yang belum tercakup dalam kelompok s.d. 47728, seperti bahan obat farmasi
dan bahan baku obat tradisional (simplisia) untuk manusia dan hewan; serta alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk hewan antara lain
berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat laboratorium dari porselen
(tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran hewan seperti (instrumen dan pesawat bedah,
instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran tekanan darah, dan lainnya), alat kesehatan hewan, dan alat-alat

diagnosa medis, dan lainnya.




Sistem akan menampilkan Draf NIB.

Silakan periksa kembali sesuai data

yang sudah dimasukkan b 4
sebelumnya “&;‘

,,z{#\v.
Centang kolom pernyataan PEMERINTAN REPUBLIX NOONESHA

PERZINAN BERUSAHA BERBASIS RISXO0

Lalu klik tombol TERBITKAN NOMOR INOUK BERUSAHA: 870621000
PERIZINAN BERUSAHA - | -

' Dengan ini siyd menyatakan bahw Gats dan formasi yang saya it a0alah benar sath Saya Dertangoung Jawab penuh ats dath dan Informasi tersebyt




DAFTAR KEGIATAN USAHA

Alamat : Jalan
Kelurahan : Dayah
Tuha

Kecamatan
Meureudu
Kab/Kota : Kab. Pidie
Jaya

Provinsi : Aceh

1 10710

Jumiah Tenags Kerja
indonesia: 2

Modal Usaha : Rp
1.000.000.000

Usaha
Mikro

Rendah

CETAK NIB

Pernyataan Mandiri K31 : Cetak
Pernyataan Mandiri Kesediaan
Memenuhi Kewajiban

Cetak

Pernyataan Mandiri Pemenuhan Standar

Nasional indonesia : Cetak

Pernyataan Mandiri Pemenuhan

Persyaratan Standar Nasional Indonesia s NIB
Cetak terbit ~
Pernyataan Mandiri Kesanggupan

Mengikuti Proses Sertifikasi Halal

Cetak

Pernyataan Usaha Mikro dan Usaha

Keci Terkait Tata Ruang : Cetak

Surat Pernyataan Kesanggupan

Pengelolaan Dan Pemantauan

Lingkungan Hidup (SPPL) : Cetak




PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 021 ~"42n=="33

Undeng-Undasg Nomor 11 Tebus 2000 temang Cipte Xege, Pemerintah Reputdk Indonesin menerdiionn Nomor Induk Dokt nf momunt doflr bideng Usehe LSBA:
Borvathe PiD) tapade: i, hutritsen Bt NIB borsaut hamy bartels ssnt Kioce dan Asdsl KL yang tumarnter dalem lergban in,
1. Nusma Pelshl Usiba T . HYU z Ussha depat mangajulan persywians masdi penenchen stendar.
2, Ammat Kantor OURIMY ek Pk, K, Semaan, K St % Uy Uuska Gl ol puymnion dinmies Wowioen ssoul Wome. Sy Peseds %, KA VPR
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PANGAN SEGAR

Pangan yang belum
mengalami pengolahan ya

dapat dikonsumsi langsung
dan/atau yang dapat menjadi

bahan baku pengolahan
Pangan

Termasuk yang sudah mengalami perlakuan
ng minimal berupa: pencucian, pengupasan,

pengeringan, penggilingan, pemotongan,
penggaraman, pembekuan, pencampuran,

pelilinan, dan/atau blansir serta tanpa
penambahan Bahan Tambahan Pangan

Pangan Segar Asal
Tumbuhan (PSAT) -
Nomor pendaftaran (

PD/PL/PDUK)

Pangan Segar Asal

Hewan (PSAH) 2>

nomor registrasi
(PHD/PHI)

OKKPP/
OKKPD

4

DASAR HUKUM

UU No. 18 Tahun 2012 tentang Panga
PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keame

a Pangan Segar Asal Ikan (PSAI) > )

&

Sertifikat kelayakan pengolahan
(SKP), sertifikat penerapan
program manajemen mutu

terpadu, sertifikat kesehatan
produk pengolahan ikan

)

”’fELAmmAO"’\

PANGAN OLA

Makanan atau minuman hasil
proses dengan cara atau metode
tertentu dengan atau tanpa bahan
tambahan

P Dinkes f

‘ Kab/Kota



Pangan Segar Asal
Tumbuhan (PSAT) -
Nomor pendaftaran (

PD/PL/PDUK)

f Pangan Segar Asal lkan \

Kurma

Kopra

Biji Lada

Beras

Buah Utuh Segar
Sayuran Segar
Sayuran Kering
Biji Kopi Segar
(tanpa sangrai),
dil*

Pangan Segar Asal
Hewan (PSAH) 2>
nomor registrasi

(PHD/PHI) \_

(PSAI) - Sertifikat
kelayakan pengolahan

terpadu, sertifikat
kesehatan produk
pengolahan ikan

(SKP), sertifikat penerapan
program manajemen mutu

/

Susu Segar (dari
Sapi,

Kambing, Kuda, dll)
Karkas Daging
Beku

Telur

Telur Asin Mentah
Sarang Burung
Walet

Madu Murni, dIl*

Ikan Segar

Udang Segar
Filet Ikan Beku
Tuna giling beku
(tuna ground meat
beku)

Surimi Beku
Cumi-Cumi Kering
Caviar, dIl*

Jenis pangan PIRT

mengacu pada lampiran Seluruh Jenis Pangan
Peraturan Badan POM Olahan, misal :
No 22 Tahun 2018 Air Mineral (Air Minum

Tentang Pedoman Dalam Kemasan),

Pemberian Sertifikat lkan Sardgn dalam .
Produksi PIRT Kaleng, Minuman Sari

Buah Jeruk, Susu Full
Krim UHT, Formula
Bayi, Minuman Ibu
Hamil, dll

Misal : Minuman Serbuk,
Abon lkan Kering,
Minyak Kelapa, Dodol,
Gula Jawa dll




'PERBEDAAN IZIN EDAR BADAN POM

IRT)

J

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
JL Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 indonesia
Telp. (021) 4244691, 4244819, 42800221; Fax: (021) 42451139, 4245267
e-mail penilaianpangan@pom go it Website: www pom go id

T

NO. PN06.0SS

Nama Jenis Pangan

Nama Dagang

Jenis Kemasan/Isi Berat bersih
a Nama Produsen
b, Alamat Produsen

IZIN EDAR PANGAN OLAHAN
206 * @ AT W -

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Ofahan, dengan mi dibenkan 1zin edar pangan olahan

e e b ta b e S
‘e —
-
i B B
 eni b ol "
b e——
e e e —

Nomor Iz Edar

Dengan Ketentuan:

1
2

3
4

Pangan Olahan yang dicdarkan wapb
Pangan Olahan yang dicdarkan harus
disctuju sebagaimana terlampis yang

Pangan Olahan yang berodar harus scovua dengan data yang doctujui pada waktu pendaftaran
Badan POM tidak b Jawab atas hisshan terkan

memenubi ketentuan perundang-undangan
menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lein Edar ini

atau hak

kekayaan intclcktual dalam pencrbitan Lzin Edar untuk Pangan Olahan ini. lzin Edar hanya
dapat ditinjau kembali sciclsh mendapetkan keputwsan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tctap stau hescpakatan antar pihak.

lzin Edar i dapat dicabut scsua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pangan Olahan yang dicdark

kurang dari § (lima) tahun maka mass berlaky lzin Edar sesual dengan masa berlaku kerjasama,

Dikcluarkan
Tanggal
Masa berlaku s'd

dengan masa

(MD/ML) DENGAN SERTIFIKAT PRODUKSI
PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP

dJAKARTA
12 Juni 2019

04 Dinas Kesehatan Kapupaten/Kota

an Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Dircktur Registrasi Pangan Olahan

(Dinkes)

Anisyah, S.Si, Apt., MP.

PEMERINTAH KOTA MALANG

DINAS KESEHATAN
Jin. Simpang Laksda Adisucioto No. 45
N b - — %J
Malang - Kode Pos 65124

Yang telsh memenuhi persyaratan  Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumsh
‘Tangga (SPP-IRT) berdasarkan peraturan yang berlaku.




SPP IRT

Kriteria Pangan yang didaftarkan
di DinKes (SPP- IRT)

[ Tempat usaha di tempat tinggal

A Pangan olahan yang diproduksi
secara manual hingga semi
otomatis

A Jenis pangan PIRT mengacu pada
lampiran Peraturan Badan POM
No 22 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pemberian Sertifikat
Produksi PIRT

PERBEDAA

VS

MD/ML BPOM

Kriteria Pangan yang didaftarkan
di BPOM (MD/ML)

1 Lokasi produksi tersendiri (terpisah
dengan rumah tangga)

d Pangan olahan vyang diproduksi
secara manual, semi otomatis,
otomatis atau dengan teknologi
tertentu seperti UHT, pasteurisasi,
retort

[ Jenis pangan: Seluruh jenis pangan
olahan

A Peraturan teknis : Peraturan Badan
POM No 27 tahun 2017 tentang
Pendaftaran Pangan Olahan




INTAH KOTA MALANG

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI

PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
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Hasil Olahan Daging Kering
Hasil Olahan lkan Kering

Hasil Olahan Unggas Kering
Hasil Olahan Sayur

Hasil Olahan Kelapa

Tepung dan Hasil Olahnya
Minyak dan Lemak

Selai, Jeli, dan sejenisnya

Gula, Kembang Gula, dan Madu

. Kopi dan Teh Kering

. Bumbu

. Rempah-Rempah

. Minuman Serbuk

. Hasil Olahan Buah

. Hasil Olahan Biji-Bijian, Kacang-

Kacangan, dan Umbi

Jika tidak a
dalam list t
maka didafta

di BPO
(MD/M

Jenis Pangan MD/ML
— semua pangan olahan



15 KODE JENIS PANGAN DAN CONTOH PRODUK PIRT dalam Peraturan
BPOM No 22 Tahun 2018

BADAN POM

Kode Jenis | Contoh Jenis Kode Jenis Contoh Jenis Kode Jenis Contoh Jenis
Pangan Pangan Pangan Pangan Pangan Pangan

1 | Hasil abon sapi, 6 Tepung & snack 11 | Bumbu bumbu kering,
Olahan dendeng Hasil makanan bumbu pecel
Daging Olahannya ringan
Kering

2 | Hasil keripik ikan, |7 Minyak & minyak zaitun, |12 | Rempah- bubuk
Olahan ikan asin Lemak minyak salad rempah ketumbar
Ikan Kering | kering

3 | Hasil abon ayam 8 Selai, Jeli & selai buah, jeli 13 | Minuman serbuk jahe
Olahan Sejenisnya agar Serbuk
Unggas
Kering

4 | Hasil keripik 9 Gula, Sirup fruktosa, |14 | Hasil Olahan manisan buah,
Olahan bayam, Kembang sirup jagung Buah Kismis
Sayur keripik Gula, Madu

jamur

5 | Hasil serundeng 10 | Kopi & Teh kopi bubuk, 15 | Hasil Olahan kwaci, sukro
Olahan Kering serbuk teh Biji-bijian,
Kelapa Kacang-




SI HALAL (SD & REGULER)




BADAN PENYELENGGARA (ﬂb
JAMINAN PRODUK HALAL

KEMENTERIAN AGAMA Rl  mataL

17 Oktober 2024 #2024PilihYangHalal
Pelaku Usaha Wajib

Punya Sertifikat Halal

Produk yang wajib punya sertifikat halal
pada 17 Oktober 2024

Produk kamu udah punya belum?

v Makanan dan Minuman

v/ Jasa Penyembelihan dan Hasil Sembelihan

v~ Bahan baku, Bahan tambahan pangan,
dan Bahan penolong untuk produk
makanan dan minuman

Buruan daftar Sertifikasi Halal di ptsp.halal.go.id

atau lewat Aplikasi
Pusaka Superapps

@600 halal.indonesia ® bpjphkemenag OHaIaI Indonesia



Y BADAN PENYELENGGAF

JE&“&IAN PRODUK HAL;-\t ‘ikhlas beramal, kerja profesional, hasil maksimal” #‘

HALAL

Kriteria Pelaku Usaha Yang Dapat
Mengikuti Self Declare

1 pm“k (‘d* M“ko atau menggunaka" bahan yang 8 ﬂ“k mmm.hn b'h'" y‘n‘ m‘h.’-‘
sudah dipastikan kehalalannya

Proses produksi yang dipastikan kehalalannya 9 Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses
dan sederhana produk halal

3 Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) " o Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak
maksimal Rp.500.000.000,00 {lima ratus juta rupiah) mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal
yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas
memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak yang sudah bersertifikat halal

Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
2 ] 'I Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana
Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis

Memiliki lokasi. t ¢. dan alat P (usaha rumahan bukan usaha pabrik)

Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, 'l 2 Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan
tempat dan alat proses produk tidak halal teknikradiasi, rekayasa genetika,penggunaan ozon (ozonisasi),

dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle)
Produk yang dihasilkan berupa barang

1 3 Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme
pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL

NO s

Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya

Dibuktikan dengan :

® Sertifikat halal; atau

® Termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama
Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan Yang dikecualikan dari
Kewajiban Bersertifikat Halal

# Dapat ditelusuri, bahan yang berasal dari hewan sembelihan
yg disembelih oleh orang muslim berdasarkan syariat dan
dipasarkan di lingkungan terbatas seperti komplek atau
kampung-kampung tertentu

@0"'7!-1 indonesia 0151-11-"1--v.|! enag OIML:. ndonesia-BPJPH Kemenag Rl



BADAN PENYELENGGARA m‘t I
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA KI

Alur Sertifikasi Halal t
Melalui Self Declare

C ptsp.halal.go.id a

Pelaku Usaha Pelaku Usaha melakukan
membuat akun SIHALAL permohonan sertifikat halal

1. Memilih pendaftaron self declare
2. Memasukkan kode fasilitasi

=

> il

/ BPIPH menerbitkan Verifikasi Dokumen Verifikasi & Validasi oleh
Surat Tanda Terima Dokumen oleh BPIPH Pendamping PPH
(STTD)
\ « WALAL
Sidang Fatwa BPJIJPH menerbitkan Pelaku Usaha mengunduh
Majelis Ulama Indonesia sertifikat halal sertifikat halal dari SIHALAL

(MUI)

Ikhilas Beramal
Kerja Profesional
Has!l Maksimal




e ASEAN
@ BADAN PENYELENGCARA dih HALAL IDoNESA
" KEMENTERIAN AGAMA RI INDONESIA s..a. ......c. 202z ©

Dokumen Persyaratan
Sertifikasi Halal Reguler

1.Surat permohonan Pendaftaran : bisa didownload di
halal.go.id/infopenting

2. Formulir pendaftaran : hanya wajib untuk pendaftaran jasa
penyembelihan bisa didownload di halal.go.id/infopenting

3.Aspek legal : NIB berbasis risiko

4. Penyelia Halal : KTP, CV/Daftar Riwayat Hidup, SK penetapan Penyelia
Halal, untuk Sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi Penyelia
Halal (Wajib untuk Pelaku usaha Menengah dan Besar)

5.Daftar Nama Produk dan Bahan/Menu/Barang: merujuk pada lampiran
SJPH

6. Proses Pengolahan Produk: berbentuk flowchart atau deskripsi merujuk
pada lampiran SJPH

7.Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) : manual SJPH bisa didownload di
halal.go.id/infopenting

8.Lainnya : lzin Edar (tidak wajib)

Segera atau melalui link:
daftarkan ptsp.halal.go.id
Produkmu

melalui pusaka

APLIKAS] Cc=smoe

1alalindonesis , bpjph.kemenag @HJIJI Indonesia - BRPJPH Kemenag RI




/7A ASEAN
BADAN PENYELENGGARA A NSERN

@ JAMINAN PRODUK HALAL

KEMENTERIAN AGAMA RI

Alur Sertifikasi Halal Reguler

Pelaku usaha membuat akun dan mempersiapkan pengajuan
sertifikasi halal kepada BPJPH

Pelaku usaha memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan
melakukan kurasi data sebelum pengajuan

LPH melakukan verifikasai hasil kurasi data permohonan

LPH menetapkan biaya pemeriksaan

BPJPH menerbitkan invoice pembayaran

Pelaku usaha melakukan pembayaran dan upload bukti bayar

BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

|D A ASEAN @
HALAL . pusaka

PELARU USAHA

yang mengajukan permohonan
Sertifikat Halal wajib:

\ ¢
*()
.Memberikan informasi secara benar, jelas

dan jujur

di SIHALAL . .

e . , ® Memisahkan lokasi, tempat, dan alat
BPJPH melakukan verifikasi secara sistem terhadap pengajuan
sertifikasi halal, menetapkan LPH, dan menerbitkan STTD (Surat penyem be“ha n, pengo|ahan, pengemasan,

Tanda Terima Dokumen)

LPH melakukan proses pengujian produk (audit)

MUI melakukan sidang fatwa, jika melewati batas waktu
sidang fatwa dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal

BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal

Pelaku Usaha mengunduh Sertifikat Halal di akun

pendistribusian, produk halal dan tidak halal;
® Memiliki Penyelia Halal; dan

Bahan

‘ Melaporkan perubahan
kepada BPJPH

komposisi

Segera
daftarkan
Produkmu

melalui pusaka
APLIKAS| ro=res

o2
2O
, @
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B @

©
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1

SIHALAL bila status permohonannya “SELESAI”

atau melalui link:
ptsp.halal.go.id

o halal.indonesia o bpjphkemenag o Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI

@ www halal.go.id @ halal.indonesia ' bpjph.kemenag @ Halal Indonesia - BRJPH Kemenag RI



KESIMPULAN



KOPI
:EMPAT

THANK YOU

CONTACT US AT

meimardidi@gmail.com
+62 818 0788 2440

FB : meinainggolanmardidie



